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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR :      

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP) 

PT.  XXX XXX XXX (HURUF BESAR)
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP), setiap penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP) diwajibkan memiliki izin jasa dimaksud;
b. bahwa PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) adalah badan usaha swasta yang memiliki bidang usaha menyelenggarakan jasa interkoneksi internet (NAP) telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP);
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP) kepada PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.  

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 91 Tahun 2002.
M E M U T U S K A N :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN         JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)        PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR).
PERTAMA
:
Memberikan izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP)  kepada :



Nama Perusahaan

:  PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR)


NPWP

:  02.-02.000



Alamat

:  Wisma Kyoei Lt. 18 Suite 1





   Jl. Jend. Sudirman Kav 3





   Jakarta 10220

dengan wilayah penyelenggaraan nasional. 
KEDUA
:
Dalam menyelenggarakan jasa interkoneksi internet (NAP) PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR)  wajib :

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA
:
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP) berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang       PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) mengikuti ketentuan peraturan  perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang berlaku.

KEEMPAT
:
Terhadap izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP) ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.

KELIMA
: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

	Ditetapkan di
	:
	Jakarta

	Pada tanggal
	:
	…………………


	DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

XXX XXX XXX XXX


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala BKPM.
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